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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dari uraian di atas pembahasan tentang 

tranparansi pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sumbawa diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kualitas tranparansi pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dapat di nilai dari empat dimensi yaitu, 

Keterbukaan E-KTP, Fasilitas, Pelaporan atau penyebaran informasi, dan 

Standar Pelayanan.  

a. Keterbukaan pelayanan E-KTP berdasarkan hasil penelitian dalam 

keterbukaan pelayanan E-KTP di Dukcapil sudah sangat tranparan 

dengan pelayanan dan jenis pelayanan yang terbuka bagi masyarakat 

yang datang untuk mengurus administrasi kependudukannya. 

b. Dari aspek fasilitas Di Dukcapil masih sangat minim atau kurang baik itu 

kumputer, mesin cetak kursi roda dan lain sebagainya. Padahal fasilitas 

ini sangat membantu dalam proses pelayanan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.  

c. Berdasarkan aspek pelaporan atau penyebaran informasi sudah di 

laksanakan ataau sudah di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tetapi di dalam pelasnaannya 

penyebaran informasi ini ditemukan berbagai masalah seperti fasilitas 

yang minim di tingkat Kecamatan, lingkungan dan jaringan yang sering 
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tergangu sehingga akan menghambat pelayanan dalam bidang pembuatan 

adminitrasi kependudukan masyarakat.  

d. Dilihat dari Standar pelayanan Dalam penerapan standar pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten 

Sumbawa sejauh ini sudah cukup baik dalam melaksanakan pelayanan 

yang sudah menjadi standarisasi pelayanan yang sudah di buat sesuai 

dengan Standar Operasional Pelayanan atau di sebut (SOP). Tentu hal ini 

menjadi dasar atau tolak ukur bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam melaksanakan pelayanan admintrasi kependudukannya. 

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Tranparansi pelayanan elektroniok      

kartu tanda penduduk (E-KTP) pada Dinas (DUKCAPIL) Kabupaten 

Sumbawa. 

a. Aspek Bukti (Tangible), Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

terkait dengan bukti fisik, Fasilitas pendukung pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa belum 

memadai dan memuaskan masyarakat. hal ini dikarenakan belum adanya  

fasilitas dan lingkungan yang kumu. 

b. Dari aspek kehandalan (Reliability), Disdukcapil Kabupaten Sumbawa 

belum melakukan pelayanan yang baik. Hal ini ditandai dengan lamanya 

waktu pemerosesan  atau pembuatan produk layanan yang sesuai dengan 

standar pelayanan. 

c. Berdasrkan aspek Tanggapan (Responsivenes), dikatehui bahwa pegawai 

Disdukcapil Kabupaten Sumbawa melayani masyarrakat dengan baik. 
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pegawai merespon hal-hal yang di tanyakan masyarakat dan memberi 

pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut. Pegawai melayani 

dengan ramah dan sopan. 

d. Dari aspek Jamianan (Assurance), dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor 

Disdukcapil Kabupaten Sumbawa telah memberikan jaminan kemudahan 

layanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat yang mengajukan 

permohonan layanan Disdukcapil. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

perlu melakukan pembentukan budaya organisasi yang mendukung 

terujudnya kumitmen yang tinggi dari aparatnya dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

2. Pemberian sangsi yang tegas terhadap pegawai aparat yang tidak disiplin 

dan pelanggaran lainya. 

3. Keaktifan dalam bentuk pengawasan pelayanan kepada seluruh unit kerja 

pelayanan aparat di Dinas Capil. 

4. Pembinaan dan bimbingan teknis oleh seluruh kepala SKPD Kabupaten 

Sumbawa secara berkesinambungan dalam upaya meningkatkan motivasi 

kerja petugas dan pengembangan sumber daya manusia pada tenaga 

pegawai. 
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5. Peran serta masyaarakat perlu terus ditingkatkan melalui upaya sosialisasi 

pentingnya kepemilikan E-KTP. 

6.  Kualitas sumber daya manusia memang yang paling mendasar selain 

sarana dan prasarana yang perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun 

kuantitas sesuai dengan kebutuhan daerah atau Dinas terkait. 
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